Menimbang:a.

Mengingat:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah
Kabupaten Siak merupakan bagian integral penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;

bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Wilayah Kabupaten
Siak memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta
diberi kesempatan yang lebih luas untuk berperan serta dalam
pemberdayaan social ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan
dalam segala aspeknya;

bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak
semata berdasarkan faktor keuangan melainkan juga harus
berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan yang berkelanjutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3491);

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

11.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5305);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program
Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.



Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan Perangkat Daerah sebagai Unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

10.

Kabupaten Siak.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang
sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah
komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan Iingkungan yang
bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat
pada umumnya.

Perusahaan adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
sumberdaya alam atau perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang
berkaitan dengan sumber daya alam.

Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk,
kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena
imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga
fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi
maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan
keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

Forum TJSL adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk untuk
melaksanakan program TJSL, dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya
sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSL.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.

b.

memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program
tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Siak; dan

memberi arahan kepada perusahaan perusahaan untuk mensinergikan
penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di bidang
sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur desa dan
kota, dalam rangka mengoptimalkan program pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.

b.

terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan
perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;

terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu
koordinasi;

. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam

pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara terpadu dan
berdaya guna;



. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-

pihak yang tidak berwenang;

. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak

positif keberadaan perusahaan;

terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan
Pemerintah Daerah dan Perusahaan;dan

memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TJSL dengan
memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III
ASAS DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSL berdasarkan asas:

a.

=
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(1)

(2)

(3)

(1)

kepastian hukum;

kepentingan umum;

kebersamaan;

partisipatif dan aspiratif;

proporsional

keterbukaan;

berkelanjutan;

berwawasan lingkungan;

kemandirian;

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;dan

kearifan lokal.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup TJSL meliputi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan
memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras
dengan program-program Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang
secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan
operasional perusahaan.

Ruang lingkup berlaku untuk semua perusahaan pengelola sumber daya alam baik

seluruh wilayah operasionalnya di Kabupaten Siak maupun sebagian wilayah
operasionalnya di Kabupaten Siak.

BAB IV
PELAKSANAAN TJSL

Pasal 6

Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan
lingkungan.



(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit
pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Siak.

(3) Pelaksanaan TJSL ditujukan terhadap pemangku kepentingan, baik pemangku
kepentingan internal perusahaan maupun pemangku kepentingan eksternal
perusahaan.

Pasal 7

(1) TIJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi kewajiban bagi perusahaan
yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber
daya alam;

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam
maupun di luar lingkungan perusahaan.

Pasal 8

Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL dengan biaya yang dianggarkan
dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha,
cakupan pemangku kepentingan, kinerja keuangan serta kepatutan dan kewajaran.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSL perusahaan wajib:

a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan
prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan
kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan
kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan
perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan

c. menetapkan bahwa TJSL adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan
manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB V
PROGRAM TJSL

Pasal 10

(1) Program TJSL berasal dan 1 (satu) perusahaan atau gabungan beberapa
perusahaan.

(2) Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh perusahaan
dengan ketentuan:

a. memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat yang disampaikan
ke perusahaan melalui koordinasi dengan Forum TJSL;

b. dilengkapi dengan rincian anggaran biaya yang disertai dengan dokumen
pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan; dan

c. berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam
program/pelaksanaan TJSL.
(3) Program TJSL meliputi:
a. bina lingkungan dan sosial;

b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;



